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PROVINSI JAWA BARAT
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.3-3743 Tahun 2023 tanggal 7 September
2023, Saudara Drs. Benni Irwan, M.Si.,, MA diangkat
sebagai Penjabat Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat
yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal
20 September 2023;

. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1)
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tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Wali kota menerangkan, Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali
Kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun
berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Masa Jabatan
Penjabat Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);




4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala
Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

-Pemerintah Nomor 59.Tahun 2000.tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala
Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor . 78 Tahun 2012 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5344);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden 'Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan
Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT BUPATI
PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

M?mpé?panjéng masa jabz;tan Saudara:
Drs. BENNI IRWAN, M.Si., MA

Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal
Kementerian’ Dalam Negeri Sebagai Penjabat Bupati
Purwakarta Provinsi Jawa Barat Paling Lama 1 (satu) tahun
terhitung pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU:

a. selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati,
yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan
tinggi pratama;

b. memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara
dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan
yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan
larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
mengenai pemerintahan daerah;

d. dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada huruf c dilarang:

1) melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai;

2) membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum
dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan
yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

3) membuat kebijakan pemekaran daerah; dan

4) membuat kebijakan yang berbeda dengan program
pembangunan pejabat sebelumnya.
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e. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat

dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri;

memfasilitasi Pilkada di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara; dan

g menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit
3 (tiga) bulan sekali.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
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13.
14.

15.

Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; - m
Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun
2019-2024 di Jakarta;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
di Jakarta;

. Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri di Jakarta;

Penjabat Gubernur Jawa Barat di Bandung;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purwakarta di Purwakarta; dan

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



